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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 3 0iKptVKPU-Itub -0 12.329 5 D n0 | 5

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE

PEMILIHAN BTJPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2OI5

KETUA KOMISI PEMILIHAN IJMI.JM KABUPATEN WONOGIRI,

IO

bahwa unhrk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4), Pasal 65

ayat (3), Pasal 66 ayat (8) dan Pas^l 72 ayat (3) Undang-Undang

Nomor I Tahun 20 I 5 tentang Penetapan Peratuan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nornor I Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun

2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur,Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang;

bahwa untuk melaksanakan kententuan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2015 Kampanye Pemilihan Gubemur dan

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun

2015.

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Tengah ( Himpunan Peraturan-Peraturan Negara

Tahun 1950 );

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

42):

Menimbans : a.

Mengingat : l.
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3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5189);

4. Undang-Undaug Nomor 14 Tahtrn 2008 tentang Keterbukaan

Inforunasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 hlornor til);

Urrdang-Undang Nomor 15 Tahun 201I tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

20 tr 1 l{omor I 01 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5246);

Undrurg-{Jndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244' Tambahan

Lembamn Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 T'ahul 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 'Iahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Lrdonesia Nomor 5679);

Undang Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang{ndapg ( Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun

2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656 ) , sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang

Nomor B Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang

-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

tentang Pemiliian Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang'

Undang ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor

57, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 );

7.
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9.

10.

12.

IJ.
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota;

Pelaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum K.abupaten/Kota,

sebagaimana telah beberapa kali diubatr, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubalnn

atas Peranran Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umrurr Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum KabupatenA(ota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susuna:l Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi

Pemilihan Urnum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten4(ota

sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umrun Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Urnum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susuun

Organisasi dan Tata Kerja Seketariat Jendral Komisi Pemilihan

Umurn. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Perahuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahr.n 2015 tentang

Tahapau, Progran dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umwn Nomor 7 Tahun 2015

I(arnpanye I'emilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, tsupati dan

Wakil Bupati diur./atau Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor

l0AfursiKPU-IGb-012.3295124/2015 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Wonogiri Tahun 2015;

t4.
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15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor

l1/KptVKPU-Kab'012'32951212015 tentang Penetapan Hari dan

Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

BuPati Wonogiri Tahun 2015;

: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

tanggal 26 Mei 2015.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

WONOGIRI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN

KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

WONOGIRI TAHUN 2015,

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan ini;

Jenis Formulir Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri

Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran lI Keputusan ini;

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 26 Mei 2015

UMUM
WONOGIRI

NAWIR
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LAIVIPIIIAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMIjM
KABUPAIEN WONOGIRI
NOMOR 30/Itpts/KPU-Kab-012.32951212015

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL tsUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

PEDOMAN'IEKNIS PELAKSANAAN KAMPAI\IYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHTJN 2OI5

BAB I
PENDAHULUAI\

PENDAHTJLUAN

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 merupakan

bagian tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri. Calon Bupati

dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang diselenggarakan di seluruh wilayah kabupaten

Wonogiri, yang dilaksanakan oleh pasangan calon dar/atau tim pelaksana kampanye dengan

cara soparL tertib, dan bersifat edukatif. Dimana setiap Pasangan Calon mempunyai hak

kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbukq dan dialogis serta

merupakan rvujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung

jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan-

Pedoman Kampanye dalam Pemiiihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun

2015 dimaksudkan untuk rnenjadi panduzm bagi :

l. Penyelenggara Pemilihan daiarn melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye

dalam Pemilihan Bupat! dau Wakil tsupati Wonogiri Tahun 2015 berdasarkan prinsip

jujur', terbuka dan dialogis;

2. Pasangan Calon Bupati ,.Jan Wakil Bupati dan/atau Tim Ikmpanye dalam melaksanakall

Kampanye sesuai dengan I'eraturan tentang Kampanye;

3. Pemantau, Pemeriniah Kabupaten Wonogiri, Kepolisian dan masyarakat dalam

pelaksanaan Karnpanye Pcnilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

PENGERTIAN

Dalarn keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut

secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamanny4 maka akan

diterangl€n dalam pengertiiln istilah sebagai berikut:

l. Pemilihan Bupati dan wakil Bupari wonogiri Tahun 2015 selanjutnya disebut

Pemilihan, adalah sarana pelalisanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten

Wonogiri uutuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
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Komisi Pemilihan Umum, selanjutrrya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara

pemilihau umum yang bcrsifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang penyeienggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan

wewenang dalam penyeiengga.ruan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi,

adalah lembaga penyelcnggara pemiliiran umum sebagaimana dimaksud daiam undang-

undang penyelenggara pe.milihan umun yang diberikan tugas menyelenggarakan

Pemilihan Gubemur dan Wakii Gubemur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-rurdang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut KPU Kabupaten,

adalah lembaga penyelenggar a pemiiihan umurn sebagaimana dimaksud dalarn undang-

undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kecamaraq selanjutnya disingkat PPK addah panitia yang dibentuk

oleh KPU Kabupaten rurruk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan.

Panitia Pemungutan Suara, selanjulnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk

oleh KPU Kabupaten unh& menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa /kelurahan.

7. Badan Pengawas Pemiliharr umum, selanjutnya clisebut Bawaslu, adalah lembaga

penyelenggara pemilih;n umun yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan

umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam mdang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas dan we\i€nang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

8. Badan Pengawas Pemiliharr Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutrya disebut Bawaslu

Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas dan weviena'g clalarn pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubenur

dan Wakil Gubernur b:rdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undaog

Pemilihan.

9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten wonogiri, selanjutnya disebut panwas

Kabupaten, adalah par,itia,t'aig dibentuk oleh Bawaslu provinsi yang bertugas untuk

mengawasi penyelenggaman Pernilihal di wilayah kabupaten.

5.
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10, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutr:ya disebut Panwas Kecamatan, adalah

panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi

penyelenggaraan Pemiliharr di wilayah kecamatan.

ll. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang

dibentuk oleh Panwas Kecamatan unhrk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di

desa/kelurahan.

12. Putar Politik adalah Fartai Politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, De'r'an Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Penvakilari Daerah Kabupaten Wongiri Tahun 2014 di Kabupaten

Wonogiri.

13. Gabungar Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau

Gabungan Paxtai Polil;k l()cai atau Gabungan Partai Folitik nasional dan Partai Politik

lokal peserta Pemilihan umtm Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Ra.kyat Daerah rahun 2014, yang secara bersarna-sama

bersepakat mencalonkao I (sahr) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

14. Pasangan calon adalah Eakal Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang telah

memenuhi syarat dan dite'capkan sebagai peserta pemilihan.

15. Pemilih adalah penduduk i,ang berusia palfug rendah 17 (tujuh belas) tahun arau

sudal/pemah kawin yang terdaflar dalam pemilihan.

16. Karrpanye Pemilihan, seianjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan

visi, misi, dan prograrn Pas*rgan calon dan/atau informasi lainny4 yang bertujuan

mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

17. Tim Kampanye adalah tirn yang dibenfuk oleh pasangan calon bersama-sarna dengan

Partai Politik atau Gabrurgan Partai Politik yang mengusuikan pasangan calon atau oleh
Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KpU Kabupaten.

18. Penghubung Pasangan calon adalah tim yang ditugaskan oleh pasangan calon untuk

menjadi penghubung atau rrrernbangun komunikasi antara pasangan calon dan/atau Tim
Karnpanye dengan KPU Kabupaten.

19' Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan

Kampanye yang dibentuk oleh rim Kampanye da. didaftarkan kepada Kpu Kabupaten

sesuai tingkatannya.

20. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang

memenuhi syarat sebagai Pemilih.
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Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk iain yang memuat visi, misi,

dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang

dipasang untuk keperlual Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih

Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi,

program Pasangan Calon, sirnbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan

Kampanye yang bertujuarr untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu,

yang difasilitasi oleh KPLI Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

23. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan

elektronik berbentr:k tulisan, gambar, animasi, promosi, suar4 peragaan, sandiwara,

debat, dan bentuk laimya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon

atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi

oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyarnpaian berita atau informasi yang

dilakukan oleh media nrassa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk

tulisan, gambar, video atau hcnruk lainnya mengcnai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan

Kampanye.

Lembaga Pen5ria61 Publil: adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum

yang didirikan oleh negara, belsil'at independeq netral, tidak komersial dan berfungsi

memberikan layanan untuk kepeltingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Srvasu: adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum

lndonesi4 yang bidang usahalya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran

televisi.

Hari adaiah hari kalender.

C. PRII{SIP PEI{YELENGGARAAN FEMILU

l, Dalam melaksanalran tahapan Pemilihan, penyeienggara Pemilihan harus berpedoman

pada asas yaitu :

a. Mandid

b. Jujur

c. Adil

d. Kepastian Hukum

e. Tertib

f. Kepentingan Urnum

g. Keterbukaan

h. Proporsionalitas

21.

27.
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i. Profesonalitas

j. Akuntabilitas

k. Efisiensi

l. Efekifitas dan

m. Aksesibilitas.

2. Karnpanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri.

3. Pasangan Calon mempuryai hak, kesempatan, dar perlakuan yang adil dan setara dalam

Kampanye.

4. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a- jujur;

b. terbuka; dan

c. dialogis.

5. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan wujud dari pendidikan

politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

6. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada angka 5 dimaksudkan untuk

meningkatkan partisipasi Pernilih dalam Pemilihan.

D. DASARHI,JKTIM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan llmum Kabupaten Wonogiri

berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

( Himpunan Peraturan-Peratrlan Negara Tahun 1950 );

2. Undang-Undang Nomor 13 l'ahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam l,ingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahul 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara

Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas lJndang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (Lembaran lrlegara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 8, Tambahan

Lembaran Negara Rcpublik Lndonesia Nomor 51 89);

4. Undang-Undang Nomor i4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republih trndonesia Tahun 2008 Nomor 6l);

5. Undang-Undang Nomor 15 'l'ahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor l0l, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
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l0

Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2014 Norntrr ?44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 201-5 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahnn Daerah (Lembaran Negara Tahrur 2015 Nomor

58, Tambahan l-embaran Negara Repubiik lndonesia Nomor 5679);

Undang Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penctapan Perafluan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pe.milihan Gubemur, Bupati,

dan Walikota menjadi thrdang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun

2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran ltlegara Republik Indonesia Nomor 5656 ) ,

sebagaimana telah diubah dengnn Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Perubahar Atas Undang-l-indang Nomor I Tahun 2015 te,ntang Penetapan

Peraturan Pemerintah Peugganti Undang-Undang Nomor I Tahu 2014 tentang

Pemiliharr Gubemur, Bupati dan Waiikota meniadi Undang-Undang ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahul 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5678 );

Peraturan Pemerintah l.lorror 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara

Republik indonesia Tahrur 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia l.lomor 5272 );

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana

Kegiatan Pemilihan Gubeinur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikotal

10. Peraturan Komisi Pemililian Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Ke{a Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/I(ota, sebagairnana lelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 0l Tahun 2010 tentang Perubaha[ atas Peraturan

Komisi Pemilihan Urnum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Koa;

11. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Sekrelariat Jendral Komisi Pernilihan Umum, Sckretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah denga Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun

2008 tentang Perubahan Atas Perafiran Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat K0misi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:

8.
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12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program,

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihar Umum Nomor 7 Tahun 2015 Kampanye Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubemu, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikotal

14. Keputusan Komisi Pemilihan tlrnum Kabupaten Wonogiri Nomor l0/Kpts/KPU-Kab-

012.3295124/2015 tentarg 'fahapan, Prograrn dan Jadwai Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

1.5. Keputusan Komisi Pemilihac Urnum Kabupaten Wonogiri Nomor 11/Kpts,/KPtI-Kab-

012.329512/20i5 tenlarrg Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalarn

Pemilihan Bupati dan Wakil Ilupati Wonogiri Tahun 2015;

BAR II
FIILAKS.dNAAN KAMPAIYYE

l. Kampanye dilaksanakan oleh:

a KPU Kabupaten; dan

b. Pasangan Calon dan/atau Tinr Kampanye.

2. Kampanye yang dilaksanakan oleh I(PU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka I
huruf 4 dilaksanakan dengan metode:

a- debat publik atau debat tetbuka antar pasangan Calon;

b. penyebaran Bahan Kamparve kepada umum;

c. p€rnasangan Alat Peraga Katnpanye; dan/atau

d. iklan di media massa cetak dar/atau media massa elektronik.

3. Kampanye yang dilaksanakari Pasangan Calon dan/atau Tim lGrnpanye sebagaimala

dimaksud pada angka t huruf b. dilaksanakan dengan metode:

a. pertemuan tgrbatas;

b. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau

c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketenruan peranyan

perundang-undangan.

4' Pendanaan Kampanye oleh KpU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 2,

difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Pendanaan Kampanye oleh Pasangan calon dar/atau Tim Kampanye sebagaimana

dimaksud pada angka 3, menjadi tanggung j awab pasangan Calon.

6. Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye 5sgageimana

dimaksud pada angka 3, dapat dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik.
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7 . Dalam melaksanakan Kainparrye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan

menunjuk Penghubung Pasangan Calon.

8. Tim Karnpanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7

didaftarkan kepada KPU Kabupaten pada saat pendaftaran Pasangan Calon.

9. Pendaftaran Tim Kampanye rian Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada

angka 7 menggunakan fomrulir Model BCI-KWK untuk disampaikan kepada:

a" KPU Kabupaten;

b. Panwas Kabupaten;

c. Kepolisian Resort Wonogiri; dan

d. sebagai arsip Pasangan Calon.

10. KPU Kabupaten mengurnrunkan daffar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan

sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman I(PU

Kabupaten.

I 1. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, bertugas menyusun seluruh kegiatan

tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis peiaksanaan penyelenggaraan

Kampanye.

12. Tugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angkaT , meliputi:

a. menjadi penghubung antara Pasangan Calon danr/atau Tim Kampanye dengan KPU

Kabupaten;

b. menerima Bahau Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

13. Dalam pelaksanaan Pemilitral tsupati dau Wakil Bupati, Pasangan Calon dar/atau Tim

Kampanye dapat membentuk Tim lr*arnpanye tingkat kecamatan.

14. Untuk nrendukung penyeienggara:ur Kampanye, fim Kampanye dapat rnenunjuk Petugas

Kampanye.

15. Petugas Kampanye sebagaimala dimaksud pada angka 14 terdiri dari seluruh petugas yang

menfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.

16. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 bertugas:

a. menyelenggarakankegiatan Kampanye;

b. menyampaikan pembcritahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Wonogiri

teutang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau

c. menyebarkan Bahan Kampanye.

17. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban

penyelenggaraan Karnpanye.

18. Tim Karnpanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14,

kepada I(PU Kabupaten I (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan

paling lambat I (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
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19. Pendaftaran Petugas Kampanye scbagaimana dimaksud pada angka 18 menggunakan

forrnulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:

a KPU Kabupaten;

b. Panwas Kabupaten;

c. Kepolisian Resort Wonogiri; dan

d. sebagai arsip Pasangan Calon.

20. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tirn Kampanye dapat menunjuk

organisasi penyelenggara kegiatan.

21. Organisasi penyelenggara [srgiatiin sebagaimana dirnaksud pada angka 20 adalah organisasi

yang ditunjuk Pasangan Calon, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik.

22. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2l adalah badan

hukum yang didirikan dan dikekrla oleh Warga Negara lndonesia dan tunduk kepada hukum

Negara Republik Indonesia-

23. Selain KPU Kabupaten dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat

dilaksanakan oleh:

a. oftmg-seorang;

b. relawan.

24. Orang-seorang sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a adalah warga Negara

lndonesia yang mempunyai hak memilih.

25. Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf b adalah pendukung Pasangan Calon

yang menjalankan program-program Kampanye secara sukarela'

26. Pasangan Calon dan/atau Tirn Kanpanye mendaftarkan orang-seorang dan relawan

sebagaimana dimaksud parta angka 23 kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari setelah

penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat I (satu) hari sebelum

penyelenggaraan KamPanYe.

27. Pendaftaran orang-seofang dan relavyan sebagaimana dimaksud pada arryka 26

menggunakan formulir lvlociei BC-l'K\\/K untuk disampaikan kepada:

a. KPU KabuPaten;

b. Panwas KabuPaten;

c. KePolisian Resort Wonogid; rlan

d. sebagai arsip Pasangan Csl.on.

28. IGmpanye dihadiri oleh Peseita I(ampanye.

29. peserta Kampanye sebagaiman rJimahsud pada angka 28 adalah Warga Negara Indonesia

yang memenuhi syarat sebaguj Fcndliit.
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BAB ITI

I/LA.TERI KAMPAI{YE

l. Maferi Kampanye Pasaugan Calon wajib memuat visi, misi dan program 1'ang disusun

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten.

2. Materi Kampanye sebagainrana dimaksud pada angka I dapat disampaikan secara lisan

maupun tertulis kepada masyarakat.

3. Pasangan Calon berhak untuli mendapatkan infomnsi atau data dari Pemerintah Daerah

sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada angka I menjadi dokumen resmi daerah

apabila Pasangan Calon terpilih meujadi Bupati dan Wakil Bupati.

5. KPU I',abupaten mengumumkan visi, misi dan program s€bagaimana dimaksud pada angka

1 di papan pengumuman darv'alau laman KPU Kabupaten'

6. Materi Kampanye sebagaimana dirnaksud pada angka I, harus:

a. menjunjung tinggi pelakszum:rn Pancasila dan UUD 1945;

b. menjaga dan meningkatkan rnoralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;

c. meningkatkan kesadaran hukum;

d. memberikan informasi vang benat', seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian

dari pendidikan Politikl dan

e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat

sebagai bagian dari membangun budaya politik lndonesia yang demokratis dan

bermartabat.

7 . Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka l, disampaikan dengan cara:

a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan

kepada umum;

b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;

c. edukatiflmendidik, yainr rnemberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan

Pemilih;

d: bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan

Calon lairi; dan

e. tidak bersifat Provokati 1-.

8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan

diselenggarakan" apabila mer{aei Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan

Kampanye.
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B.4B IV

ME'TODE KAMPA}{YE

A. DEBATPTiBLIKATAUDEBAT TERBUKA

l. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam

Bab II angka 2 huruf a, diselenggarakan oleh KPIJ Kabupaten dan disiarkan secara

langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta-

2. Dalam hal debat publik atau tlebat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka I tidak

dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau debat

terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga

Penyiaran Swasta pada r,rasa .'riampanl'e.

3. Debat publik atau debat'cerbuha se.bagaimana dimaksud pada angka I dapat disiarkan

ulang pada masa Kampmye.

4. Dcbat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka I diselcnggarakan

paling banyak 3 (tiga) kali pada nasa Karnpanye.

5. Debat publik atau debat terhuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipandu oleh

moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai

integxitas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihali kepada salah satu Pasangan Calon.

6. Moderator sebagaimana dimalisud pada angka 5 dipilih oleh I(PU Kabupaten.

7. KPU Kabupaten dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.

8, K?U Kabupaten memberikan akses bagi penyaudang disabilitas dalam penyelenggaraan

debat publik atau debat terbuka.

9. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam

rangka:

a meningkatkan kesejahtoraarr rnasyarakat;

b. rremajukan daerah;

c. meningkatkanpelayar.ar kepadamasyarakat;

d. menyelesaikanpersoalan daerah;

. e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan

nasional; dan

f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

10. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap

penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada

angka 9.

11. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik publik atau debat

terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten setelah

berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
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B. PENYEBARAN BAHANKAMPANryE

1, KPU Kabupaten memia-silitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye

sebagaimana dimaksud dalarn Bab II angka 2 hurufb.

2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka I meliputi:

a. selebaran (lyer) palingbesar ukural 8,25 cm x 21 cm;

b. brosw (eaflet) palir'.g besar ukuran posisi terbuka 21 cmx29,7 cm, posisi terlipat

2l cm x 10 crn;

c. pamflet paling besar ukuran 21 cmx29,7 cm.; dan/atau

d. poster paling besar ukuran 40 crn x 60 cm.

3. Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat dan

dibiayai oleh Pasangan Calon darv'atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah

ditentukan oleh KPU Kabupaten.

4. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memrvlt visi, misi,

program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Parbai Poitik

dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

5. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan

Kampanye sebagaimana dirnaksud pada angka 3 kepada KPU Kabupaten.

6. KPU Kabupaten menc€ta.L Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang

disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud

pada angka 5.

7. Pencetakan Bahan Karnpanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 diutamakan

menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

8. KPU Kabupaten mencetali Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6

paling banyak sejurnlah kepala keluarga di Kabupaten Wonogiri untuk setiap Pasangan

Calon.

9. KPU Kabupaten berkoordina.si dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan

infomrasi iumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonogiri rurtuk menenhrkan jumlah

Bahan Kampanye y'ang dicetak sebagaimana dimaksud pada angka 8.

lO. KPU Kabupaten menyeratJcan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8

kepada Penghubung Pasang,an Calon untuk disebarkan oleh Petugas Kampanye'

I 1. Pasangan Calon daw'atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan

Kampanye selain yang difiusilitasi oleh KIU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

arrgka2, meliputi:

a kaos;

b. topi;

c. mug;

d. kalenderl

e. kartu namal
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f. pin

C. ballpoint;

h. palung; dan/atau

i. stiker paling besar ukuran i0 cm x 5 cm.

12. Stiker sebagaimana firnaksud pada angka 11 huruf i dilarang ditempel di tempat umum,

meliputi:

a. tempat ibadah term;rsuk halaman;

b. rumah sakit atau lempat pelayanan kesehatanl

c. gedung atau fasilitas miiik pemerintah;

d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);

e. jalan-jalanProtokol;

f. jalan bebas hambatan;

g. sarana dan prasarana publik; dar/atau

h. taman dan PePohonan.

13. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka ll, apabila dikonversikan

dalam bentuk uang nilainl'a paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

14. Penyebaran Bahan Kampanye !:pada umum dilakukan pada Kampanye pertemllan

terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum'

C. PEMASAI\GAN ALAT PERAGA KAMPAI{YE

1. KPU Kabupaten memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kartpanye

sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 huruf c.

2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:

u balllrolbillboardlvideotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima)

buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;

b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah

setiap Pasangan Calor, untuk sstiap kecamatan; dan/atau

c,spandl*palingbesarukur.anl,5mxTm,palingbanyak2(dua)buahsetiap

Pasangan Calon untult setiap desa/kelurahan'

3. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat

dan dibiayai oleh Pasangan Calon darlatau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang

telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.

4. Desain dan materi sebagairnana dimaksud pada angka 3 dapat memrutt visi' misi'

program, foto Pasangau Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik

dan/atau foto pcngurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik'

5.PasanganCalondan/atauTimKampanyemenyampaikandesaindanmateri

sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kabupaten'
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6. KPU Kabupaten membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang

disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Karnpanye sebagaimana dimaksud

pada angka 5.

7. Pembuatan Alat Peraga Kampanl'e sebagaimana dinaksud pada angka 6 diutamakan

menggunakan bahan yang ctapat didaru ulang.

8. KPU Kabupaten menusan!: Aiat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka

2 di lokasi yang telah ditentukrn.

9. KPU Kabupaten berkoordirinsi dengan pemerintah kabupaten" perangkat kecarnatatu

dan perangkat desa atau kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga

Kampanye dengan Keputusan K-PI-I Kabupaten.

10. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kanpanye sebagaimana dimaksud padz ngka 9,

dilarang berada di:

a. tempat ibadah termasuk haiaman;

b. rumah sakit atau ternpat pelayanalr kesehatan;

c. gedung milik pemerintah; dan

d. lembaga pendidikrur (gedung dan sekolah).

I l. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilaksanakan

dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebe.rsihan dan keindahan kota atau kawasan

setempat sesuai dengan ketentuan pemhran perundang-undangan.

12. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka I pada tempat

yang menjadi milik perse orangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat

tersebut.

13. KPU Kabupaten bekerjasanra dengan Pemerintah Kabupaten dan Kepolisian Resort

Wonogiri setempat untuk mengamankao Alat Peraga Kampanye.

14. KPU Kabupaten berkoor<iinasi dengan Pemerintah Daerah dan Panwas Kabupaten

membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan

tanggal pemungrlan suara.

D. IKLAi\ KAMPAI{TE DI MEDIA MASSA

l. KPU Kabupaten memfusilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud

pada Bab II angka 2 huruf d Pada:

a- media massa cetali;

b. media massa elektronik. yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan

(online); dar/atau

c. lembaga PenYiaran:

dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat'
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KPU Kabupaten menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau

durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka I untuk setiap Pasangan

Calon.

Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dan dibiayai oleh

Pasangan Calon dan/atau Tim Karnpanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah

ditentukan oleh KPU Kabupaten.

Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memuat inforrnasi

mengenai visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dan/atau fbto pengurus Partai Politik atau Gabungan Parlai

Politik.

Materi lklan Kampany'e sebagairnana dimalsud pada angka 4 dapat berupa:

a. hrlisan:

b. suxa;

c. garnbar;

d. tulisan dan gambar: dan/atau

e. suara dan gambar;

yang bersifat nuatil giafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat

diterima melalui perangkat Fenerima pesan.

Materi Iklan Kampanyc sebagalmana dimaksud pada angka 5 disesuaikan dengan

peraturan perundang-rindangur dan etika periklanan.

Pasangan Calon darr/atau Tim li.ampanye menyampaikan Materi Iklan Kanrpanye

sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten menayalgkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan

oleh Pasangan Calon darVatau f im Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7.

Penayangan Iklan Karnpanye sebagaimana dimaksud pada angka I dilaksanakan selama

14 (empat belas) hari sebelurn dilnulainya masa tenang.

Jumlah penayangan Ikiarr Karnpanye di televisi lurtuk setiap Pasangan Calon, paling

banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk

setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye

sebagaimana dimaksud pada angka 9.

Jumlah penayangan Ikian kerapanye di radio unhrk setiap Pasangan Calon, paling

banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap

stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana

dimaksud pada angka 9.

Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan

angka I I berlaku untuk semtra jenis Iklan Kampanye.

9.

10.

12.
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15.

16.

tn

KPU Kabupaten menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 setelah berkoordinasi dengan

media massa cetak atau elekhonlk dan/atau lembaga penyiaran.

KPU Kabupaten wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan

berimbang kepada setiap Pasaugan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana

dimaksud pada angka 13.

Modla llcfra ootak, nrodla rnarsc olglcronlk daa lornbaga ponylaran yrng m€muat drn

menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib

mematuhi kode etik perikianan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Media massa cetah media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan

standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku samir untuk setiap penayangan

lklan Kampanye Pasangan Calon yang difbsilitasi oleh KPU Kabupaten.

Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan

Kampanye komersial.

Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan

masyarakat nonpartisan paiing sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam

puluh) detik.

Iklan Kampanye layanan masyaraliat sebagaimana dimaksud pada angka 18 dapat

diproduksi sendiri oleh tnedia Inassa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak

lain.

Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada

angka 18 tidak termasuti jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU

Kabupaten sebagaimana di;taksud pada angka l0 dan angka I I .

PERTEMUAI\ TERBATAS

1. Pasangan Calon dadatau 'l'im Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas

sebagaimana dirnaksud dalam Bab lI angka 3 huruf a, di dalam ruangan atau gedrmg

tertutup.

2. Peserta yang diundang disesuaik.an dengan kapasitas nxngan yang ditentdkan oleh

pengelola ruang gedung rielgan irunlah peserta paling banyak I '000 (seribu) orang'

3. Undangan kepada peserta harus memuat inforrnasi mengenai hari, .nggal, jam, tempat

kegiatan. nama pembicara, dan penanggung jawab.

4. Petugas Kampanye pcrtcmuan terbatas wajib menyanpaikan pemberitahuan ternrlis

kepada Kepolisian Resort Wonogiri, dengan tembusan disampaikan kepada KPU

Kabupaten dan Panwas Kitbupateu.

5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:

a- hari;

b, tanggal;

17.

18.

19.
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c. waktui

d. tempat;

e. nama pembicara;

f. jumlah peserta yang diunciang; tian

g. penanggung jawab.

6. Petugas Karnpanye penenuar te,rbatas hanya dapat membawa atau nenggunakan:

a" nomor urut dan foto Pasangan Calon;

b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Padai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon; dan

c. umbul-umbul Pasaugan Caion,

7. Semua yang hadir dala:n peftemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau

menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

F" PERTEMUAN TATAI'NIUKA DAN DIALOG

l. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan

dialog sebagaimana dimaksud dalarn Bab II angka 3 huruf b secara interaktif.

2. Pertemuan tatap mulra dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka I dapat

dilaksanakan di:

a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau

b, luar ruangan.

3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam nxngan atau gedung

tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilaksanakan dengan

keteDtuan:

a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan

b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.

4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan

ke pasar, tempat tinggal w'arga, komuniias warga atau tempat umum lainnya

5. Petugas Kampanye petenuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan

pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Wonogiri, dengan tembusan kepada

KPU Kabupaten dan Panw'as Kabupaten.

6. Pemberitahuan sebagaimarra dirnaksud pada angka 5 meucakup informasi:

a- hari;

b. tanggal;

c. jarn;

d. tempat kegiatan;

e. Tim Kampanye;

f. jumlah peserta yang diundaug; dan

C. penanggung jawab.
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7. Petugas Kampanye pertemum tatap muka dan dialog dapat memasang AIat Peraga

Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

G. KEGIATANLAIN

l. Pasangan Calon dary'atau T'irn Karnpanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana

dimaksud dalam Bab II angka 3 huruf c dalam bentuk:

a- rapat umum, dengan jurnlah terbatas;

b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);

c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);

d. kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun); dan/atau

e. kampanye melalui mr:dia sosial"

2. Rapat umum sebagairnana dimaksud pada angka t huruf a dimulai pukul 09.00 WIB

dan berakhir paling lamhat pukll i8.00 $1IB dengan menghorrnati hari dan waktu

ibadah di lndonesia.

3. Ilapat umum sebagaimana yarig dimaksud pada angka 2 dilaksanakan di lapangan,

stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.

4. Petugas Kampanye wajib me,ursrhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud

pada angka 3.

5. Petugas dan peserta Kampa:)ye dilalang membawa atau menggunakan tanda gambar,

simbol-simbol, panji, patal.:a, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut

lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

6. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 2, berlaku ketentualr I (satu) kali untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

7. Peserta Kampanye yang rnenghadiri Kampanye rapat umum sebagaimana dimatbud

pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 dengan menggunakan kendaraan

bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya

dilarang:

a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan

b. melanggar peraturan lalu iintas.

8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk I (satu)

orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.

9. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 bertanggung jawab atas

kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan

dar/atau kepulangan dari ternpat Kampanye.

10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat

mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
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I 1. Personil satuan tugas scbagaimana dimaksud pada angka I 0 harus mengikuti ketentuan:

a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan

c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban

dan keamanan Kampanye.

12. Paftai Politik atau Gabwrgan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas

sebagaimana dirnaksud pada angka 10 kepada KPU Kabupaten sesuai dengan

tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

13. Kampanye pada media sosiai sebagaimana dimaksud pada angka t huruf e dilakukan

oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

14. Pasangan Calon dar/atau Tirn Karnpanye dapat membuat akun resmi di media sosial

untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.

15. Pasangan Calon wajib rnendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud

pada angla 14 kepada KP{-r Kabupaten sesuai ting}atannya paling lambat 1 (satu) hari

sebelum pelaksanaan Katrpanye.

16. Pendaftaran akun meclia sosial sebagaimana dimaksud pada angka 15 rnenggunakan

formulir Model BC4-KWK Lr.,rtuk disampaikan kepada:

a. KPU Kabupatena;

b. Panwas Kabupaten;

c. Kepolisian Resort Worrogiri: dan

d. sebagai arsip Pasangan Calon.

17. Maieri Kampanye dalan m.'dia sosial sebagaimana dimaksud pada angka 13, angka 14,

angka 15 dan angka I 6 tiapat berupa:

a. hrlisan;

b. suara:

c. gambar;

d. tulisan dan gambar; dadatarr

e. suara dan gambar;

yang bersifat naratif, grafis, karakler, interaktif atau tidak interalctif, serta yang dapat

diterima melalui perangkat penerirna pesarr.

18. Materi Kampanye di rnedia sosial sebagaimana dimaksud pada angka i 7 sesuai dengan

undang-utdang tentang Pemilihan.

19. Pasangan Calon dar/atau'['im Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial

paling lambat I (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
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BAB V

JADWAI, WA.KTU DAN LOKASI KAMPA}{YE

Kampanye sebagaimana dinaLsud Ilab II angka 2 dan angka 3, dilaksanakan 3 (tiga) hari

setelah penetapan Pasangarr Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa

tenang.

Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlangsung selama 3 (tiga)

hari sebelum hari dan tanggal pelnungutan suara.

Pada masa tenang sebagairnana dimaksud pada algka 2, Pasangan Calon dilarang

melaksanakan Karnpanye dalarn bentuk apapun.

KPU Kabupaten menlusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam

Bab II huruf G angka I hunrf a untuk setiap Pasangan Calon.

Jadwal Kampanye rapat umurx sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku di Kabupaten

Wonogiri.

Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan

dengan keputusan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau

TimKampanye.

KPU Kabupaten menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum

sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye

paling lambat I (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada

Pemerintah Kabupaten, Palwas Krlbupaten dan Kepolisian Resod Wonogiri.

Tim Kampanye, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Karnpanye

sebagaimana dimaksud pada angka 4, memberitahukan secam tertulis kepada .KPU

Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

KPU Kabupaten berdasarkan pernberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 8,

mengadakan perbaikan jadwal llantpanye.

10. Jadwal Kampanye yang sudah di'erbaiki sebagaimana dimaksud pada angka 9, ditetapkao

oleh KPU Kabupaten.

11. KPU Kabupaten menyerahkari iadvral Kampanye yang telah diperbaiki kepada Pa.sangan

Calon dan/atau Tim Kampany'r, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah

Kabrrpaten, Panwas Kabupaten dan Kepolisian Resort Wonogiri.

l.

BAB VI

PEMBERITAA"\ DAN PEITYIARAN KAMPAI{YE

Pernberitaan dan penyiaran K.ampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, medi4

massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang'undangan.

Pemberitaan dan penyiaan sebagaimana dirnaksud pada angka I bertujuan untuk

menyampaikan berita kegiatzur Kaur.panye Pasangan Calon kepada masyarakat.

7.

9.
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3. Media massa cetak, media rnassa eleltlronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan

dan menyiarkan kegiatan Krunpanye' sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib mematuhi

kode etik jumalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan'

4. Selama masa tenang media urassa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran, dilalang

menyiarkan iklan, rekanr jejak Pasangan Caion, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada

kepentingan Kampanye yallg tnenguntrurgkan atau merugikan Pasangan Calon.

5. Lembaga Penyiaran Publik. i-embaga Penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran

berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berfunbang

dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Pasangan Calon.

6. Lembaga penyiaran komunitas dapat rnenyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan

kepada masyarakat.

7. Pasangan Calon dilarang memturfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan

Kampanye Pasangan Calon.

8. Media massa cetak, media rnassa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan

rubrik khusus untuk pembedtaar kegiatan Kampanye harus beriaku adil dan berimbang

kepada seluruh Pasangan Calon.

9. Penyiaran Kampanye dilal:ukan oleh lembaga penyiaran dalarn bentuk siaran monolog;

a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;

b. pemirsa alau suara pendengar; darVatau

c. jajak pendapat.

10. Narasumber penyiaran monolog <ian dialog wajib mematuhi kode etik jumalistilq etika

penyiaran dan peraturan perundang-undangan.

I L siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan

masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronilq dan/atau faksimili.

12. Tatacara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi

Penyiaran lndonesia.

I 3 . Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:

a. menjual Pemblokiran segmen;

b. pemblokiran waktu untuk Karnpanye; dan/atau

c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan

sebagai Iklan KamPanYe.

14. Pemblokiran segrnen sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, adalah kolom pada

media massa cetak, subacara pacla media massa elekhonik dan lembaga penyiaran yang

digunakan untuk pemberitaan bagi publik.

15. Pemblokiran waktu sebagainrana dimaksud pada angka 13 huruf b' addah hari dan tanggal

penerbitan rnedia massa cetak, eloktronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang

digwnkan untuk pemberitaan bagi publik.
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16. Me.dia massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan

Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Bab II huruf D angka l.

17. Media massa cetak dan eleknorrik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan

berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Pasangan Caion.

18. Komisi Penyiaran lndonesia alru Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberita?n,

penlaran dan Iklan Kampanye yang dilahrkan oleh lembaga penlaran atau media massa

cetak dan media massa elektronik.

19. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV

huruf D angka 15 dan angka 16, llab VI aneka 3, angka 4, angka 5, an$a 7, angka 8, angka

13, angka 16, dan angka 17 l'"onrisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatubkan

sanksi sesuai dengan kewcna:igan yang dimiliki oleh Komisi Penlaran lndonesia atau

Del'an Pers sebagaimana diatur dalam peratwan perundang-undangan tentang penyiaran

atau pers,

20. Penjatuhar sanksi sebagairna:ra dirnaksud pada angka 19 diberitahukan kepada I(PU

Kabupaten.

BAB VII
KAMPANYE I'AMII,IIIAN OLEII PNJABAT NEGARA

1. Gubemur dan Wakil Gubemw, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,

pejabat negara lairmya dan pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan

izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2, Gubernw dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, V/alikota dan Wakil Walikota,

pejabat negara lainnya yang menjadi Pasiuigan Calon dalam melaksanakan Kampanye wajib

memenuhi lcetentuan:

a. tidak menggurakan fasiiitas negara yang terkait dengan j abatannya;

b. menjalani cuti di luar tanggrurgan negara; dan

c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhalikan keberlangsungan tugas

" penyelenggaraanpemerintahandaerah.

3. Fasilitas negara sebagaimana dimasud pada angka 2 huruf a berupa:

a sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan

kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

b. gedung kantor, rumah diuas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah

provinsi, milik pemerinfah kabupaten, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya

harus memerhatikan prinsip keadilan; dan

c. saftma perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi

atau pemerintah kabufiaten, dan peralatan iainnya.
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5.

at

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a tidak berlaku bagi fasilitas negara

sebagaimana dirnaksud pada angka 3 huruf b yang disevrakan kepada umum.

Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan

pejabat negara lairurya yang turut melaksanakan Kampanye bagi salah satu Pasangan Calon

diberlakukan ketentuan sebagaimar,a dirnaksud pada angka 2 dan angka 3.

Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi Gubernur dan Wakil

Gubemur diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.

Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib diberitahukan oleh

Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten.

Pejabat negar4 pejabat aparatrrr sipil negara, dan kepala desa / lurah dilarang membuat

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan

Calon selarna masa Kampanye.

BAB VIII

PERANA}I PEMII,RINTAH, TENTANA, NASIONAL INDOI{ESIA, DAN KEPOLISIAN

NEGARA I{ET}UBLIK INDONESIA DALAM KAMPAIIYE

l. Pemerintah, pemerintah prr.rvinsi, pemerintah kabupaten, perangkat kecamatan, dan

perangkat desa,/kelurahan, rnernberikan kesempatan yang sarna kepada Tim Kampanye

dan/akn Petugas Kampanye <lalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi

Kampanye.

2. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat kecamatan, dan

perangkat desa atau kelurahao, Tentara Nxional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dilaraug melakulian tindakan yang nenguntungkan atau merugikan salah satu Tim

Kampanye dan/atau Petuga.s I(arnpalye.

3. . Kepolisian Resort wonogiri dapat rnengusulkan pembatalan atau penundaan kepada Kpu
Kabupaten dengan tembusan kepa.da Pasangan calon yang bersangkutan apabila keamanan

di lvilayah atau ternpat/lok":.si Kzunpanye tidali memungkinkan untuk penyelenggaraan

Kampanye.

4. Berdasarkan usulan Kepolisian Resort Wonogiri sebagaimana dirnaksud pada angka 3, KpU

Kabupaten memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan

kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

7.
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5. Kepolisian Resort Wonogiri, bers'enang:

a- menertibkan atau mernbubarlran orang-seorang dan/atau kelompok selain Tim

Kampanye dan Petugas Kzunpanye yalg terdaftar di KPU Kabupaten,

yang mengatasnamakan <iarVatau tidak mendapat tugas resmi Pasangan Calon, setelah

berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten;

b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan

dan/atau kepulangan peserta Karnpanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban

lalu lintas, tanpa persetu.ju.an dart Pasangan Calon yang bersangkutan.

BAB IX

LARANG,A.I\ DAII SANKSI

A. LARANGAI{

l. Dalam Karnpanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undrng Dasar

Negara Republik InConesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang. agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai

Politik, perseorangan, dar/atau kelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan

kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban urnum;

f. mengancarn dan nrenganjurkan pengguruan kekerasan untuk mengarnbil alih

kekuasaan dari pemerinlahan yang sah;

S. merusak da:r/atau menghilangkan A.lat Peraga Kampanye;

h. menggunakan fasiliras dan anggiaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU

Kabupaten;

j. menggrmakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan

k. melakukan pawai varrg dilakukan dengan berjalan kaki dar/atau dengan kendaraan

di jalan raya.

2. Dalam kegiatan Kanr.panye, Pasangan Calon dar:./atau Tim Karnpanye dilarang

melibatkan:

a- pejabat Badan Usaha l\{ilik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

b. aparatw sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesi4 dan anggota

Tentara Nasional Indonr:sia: dan/atau

c. L.epala desa atau lurah dm perangkat desa atau kelurahan.
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3. Pejabat negar4 pejabat strultural dan pejabat firngsional dalarn jabatan negeri serta

apantur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada

keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilihan sebelun!

selam4 dan sesudah masa l(ampanye,

4. I-arangan sebagaimana d-irnaksud pada angka 3 meliputi pertemuar\ ajakar\ imbauar\

s€ruan atau pemberian barzng kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit

kerjanya, anggota keiuarg4 rlarr masyarakat.

5. Pasangan Calon dan/ata.u f iur Kampanye dilarang mencetali dan menyebarkan Bahan

Kanrpanye selain yang diperbolehkan sebagaimana dirnaksud dalam Bab tV huruf B

angka I 1.

6. Pasangan Calon dan/atau Tim Kanpanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga

Kampanye selain pada teinpat yang telah ditentukan.

7. Pasangan Calon dan/ahu Tirn Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media

massa cetak dan media ma:rsa elelrlronik.

8. Pasangan Calon dan/atau 1'rm Kampanye dilarang rnenjanjikan dan/atau memberikan

uang atau materi lairnya turtuk meinengaruhi Pemilih.

B. SANKSI

1. Pelanggaran atas larangan keLentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud

dalam Huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak

pidana dan dikenai sar*si berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pelanggaran atas laralgan ketenfuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud

dalam Huruf A angka I hruufj dan hurufk dikenai sanlisi:

a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat te{adinya pelanggaran atau di suatu

daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi

menyebar ke daerah Pentilihan lain.

3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana

dimaksud dalam Huruf A angka 5 dikenai sanksi:

' a. peringatan tertulis;

b. perintah penarikan Bahan Karnpanye yang telah disebarkan.

4, Bukti penarikan Bahan Karnpanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b

diseralrlcan kepada K-PU Kabupaten.

5. Pelanggaran atas lamngan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana

dimaksud dalam Huruf A angka 6 dikenai sanksi:

a- peringatantertulis;

b. perintah pemrunan Alal Peraga Kampanye dalam waktu I x 24 (satu kali dua puluh

empat) jam.
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6. Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

angka 5, Panwas Kabupaten, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan

Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

7. pslanggaran atas larangarr ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana

dimaksud dalam Huruf A angka 7 dikenai sanksi:

a. peringatantertuiis;

b. psrintelr psnghentian pennyangatr Iklen Kampanye di media massa,

8. Apabila Pasangan Caion titiak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

angla 7 dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jarn, Pasangan Calon yang

bersangl:utan dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon.

9. Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

Huruf A angka 8, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hul:um tetap, dikenai sanksi 1:embatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten

dan dikenai sanksi pidana bcrdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Tim Kampanve yang terbui<ri rnclal<ukan pelanggaraan sebagaimana dimaksud dalam

Huruf A arrglca 8, dikenai sanksi piciana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

ll. Pasangan Calon, Tim Kanpanye, petugas Kampanye, dan peserta Karnpanye yarrg

melakukan pelanggaran pid;ura dalam melakt*an Kampanye dikenakan sanksi pidana

berdasarkan perafurau perundalg-undangan.

C. MEKA}{6ME PEI\IYELESTIIAN DUGAAN PELAI{GGARAN KAMPAI\IYE

l. Pemililt, pemantau Fernilihan, danlatau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan

adanya peianggaran ketsntuan Kampanye.

2. Laporan dugaan pelanggaran scbagaimana dimaksud pada angka I dapat disampaikan

kepada:

a. I(PU lGbupaten, PPK, dan PPS; atau

b. Panwas Kabupaten, Panrvas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.

3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KIU Kabupaten, PPK, dan PPS

sebagaimana dimaksurj pada angka 2 huruf a dilalalkan secara terhrlis, paling sedikit

memuat:

a. nama dan alamat pelapor;

b. nama dan alamat terlapor;

c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan

d. uraian kejadian.

4. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib dilampiri

fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
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KPU KabupaterL PPK dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran

sebagaimffra dimaksud pada anska 3 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

KPU Kabupateq PPK dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas

Kabupateru Panwas Kecamata& dan Panitia Pengawas l,apangan atas laporan dugaan

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 hurufb.

KPU Kabupaten, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Panwas KabupaterL

Panwas KecamatarL dan Panitia Pengawas Lapangan dimaksud pada

angka 6 b€rdasarksn ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang

Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Dalam hal teftukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye, KPU Kabupaten' PPK'

dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Pasangan Calon'

Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.

Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan

kepada:

a. Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim lkmpanye;

b. Kepolisian Resort Wonogiri;

c. Panwas Kabupateq Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan

d. sebagai anip KPU Kabupaten, PPK dan PPS.

BABX

KETNNTUANLAIN

pengadaan baradg/jasa yang diperlukan unhrk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU

Kabupafen didasartan pada peraturan perundang-undangan yang mengahr tentang

pengadaan barang/jasa p€merintah.

BABXI

PENUTUP

Pedoman teknis ini b€rlaku pada tangggl ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 26 Mei 2015

5.

7.

9.
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LAMFIfu\N II : I(TPUTUSAN KOT{ISI PEMILIHAN IJMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 30 /i<pts/l3U-Ikb-012.32951212A$
TENTANG
PEDOMAI..{ TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHLIN 2015

JENIS FOR.MULIR KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

I. MODELBCI.KWK

2. MODEL BC2-KWK

3. MODELBC3-KWK

4. MODELBC4-KU/K

NAMA TIM KAMPANYE DAN PENCHUBiJNG

PASANGAN CALON PEMILIHAN BIJPATI DAN WAKIL

BUPATI

NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI I

NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE

PEh{II-IHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NAMA AKTJN SOSIAL MEDIA YANG DIGIJNAKAN

TINTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
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MOI}EL BCI-I(WK

NAM.^\ TIM T'AMPANYE

PENdILIHAN I}IJPATT DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI

Nama Pasangan Calon :

Bersame ini menyampaikan :

A. Narna Tim Kampanye Pasanga.n Calon, yaitu :

1. Nama lengkap

Alamat

Pekerj aanljabatan

2. Nama lengliap

Alamat

Pekerjaar/jabatan

3. Nama lengkap

Alamat

Pekerj aarljabatan

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu

Nama Lengkap

Alamat

Pekerjaan/jabatan

Demikian untuk menjadi makJum.

Wonogiri, ...... 2015

@:
1. 1 (satu) ranskao rurtuk PasauP,on ('alon;
Z. t isatui ranEkab unn* I(PU (abupaterr Wonogiri;
3. t (satui ranlkab untuk Panwas Ka.rupateu Wonogiri;
4. I (satu) rang,ka! unt* Polres Worrogiri'

Catatan:
Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.
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MODEL BC2-K\ryK

NAMA PETUGAS KAMPAITTE

PEMILIHAN T'UPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten :

Bersama ini menyampaikan Petugas tsampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

L Nama lengkap

Alamat

Pekerjaan/jabatan

2. Nama lengkap

Alamat

Pekerjaan/jabatan

3. Nama lengkap

Alarrat

Pekerj aanljabatan

Demikian untuk menjadi maklum.

20r5

Tembusan disampaikan kenada:

M*t") rangkap untuk Pasangan Calon;
2. I (satu) rangkap unruk KPU Kel.'upaten Won,rsiri:
3. 1 (satu) rangkap unruk Panwas Kabupaten Woioeiri:
4. I (satu) rangkap unn* Polres Wonogiri

Catatal:
Jumlah narra Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

J+
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rl{oDE!_ncs-KruK

NAMA ORANG-SEORANG/RELAWATI

PEMILIHAN T'UPATI DA}I WAKII-, BUPATI WONOGIRI

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten :

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye

Pasangan Calon tersebut. yaitu :

l. Nama lengkap

Alamat

Pekerjaar/jabatan

2. Nama lengkap

Alamat

Pekerjaan/jabatan

3. Nama lengkap

Alarnat

Pekerjaan/j abatan

Demikian unhrk rnenjadi maklum.

WONOGIRI, 2015

Tenbusan lllgampaikan keoarla:
l. I (satu) rangkap unh* Pasang.,arr Calon;
?. I Gatu) ranlkai untrrk I(PLI (.abuparen Wonogiri;
3. I (satu) rangkap unnrk Panrvas Kabuparcn Wonogiri;
4. I (satu) rangkap untu&. Polres Wonogiri.

Catatan:
Jumlah nama Orang-SeorangAtelarvan dapat disesuaikan,
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MODELBC+KWK

PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU KabuPaten :

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

l. Jenis Akun Sosial Media

Alamat

2. Jenis Akun Sosial Media

Alamat

3. Jenis Akun Sosial Media

Alamat

Demikian untuk menjadi maklum.

woNoGIRr. ................................ 2015

Yang mengajukan,

Catatan:
Jumlah akun media social dapat disesuaikan.

PEMILIHANUMUM
WONOGIRI,

NAWIR

36

untuk Pasangan Calon;
untuk KPU Kabupaten Wonogiri;
untuk Panwas Kabupaten Wonogiri;
untuk Polres Wonogiri.

1. I (satu)
2. I (satu)
3. I (satu)
4. I (satu)
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